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PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. A. Yani No. 1 - Tlp. (0253) 201449 — 203903 Kabupaten Pandeglang
Website: www.bappeda.pandeglangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 910/Kep. 39.1-Bapp/2013
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG ,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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